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BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2019 NOMOR 42 

 
PERATURAN BUPATI BANTAENG 

 
NOMOR 42 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANTAENG 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, 

perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomro 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran negara RI Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 

5243); 
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repbulik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Repbulik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Repbulik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik I Nomor 

5272); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 
Nomor 106); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah dibuah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012  

Nomor 10); 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantaeng Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng 
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 

Nomor 9);   
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
(Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7); 

25. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 54 Tahun 2017 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng 
Tahun 2017 Nomor 54) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 61 Tahun 2018 
(Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 
61). 

 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN  PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH  TAHUN  

ANGGARAN  2018. 
 

 
Pasal 1 

 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas : 

  

a. Pendapatan : 
 1. Pendapatan Asli Daerah  Rp.      94.643.714.707,18  

 2. Dana Perimbangan  Rp. 724.895.651.869,00  
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  Rp. 112.486.334.484,00  

     
  Jumlah Pendapatan       Rp.    932.025.701.060,18 
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b. Belanja : 
 1. Belanja Tidak Langsung     

  a) Belanja Pegawai  Rp. 335.566.461.251,00   
  b) Belanja Bunga  Rp. 00,00   

  c) Belanja Subsidi  Rp. 00,00   
  d) Belanja Hibah  Rp. 46.599.001.595,00   

  e) Belanja Bantuan Sosial  Rp. 580.000.000,00   
  f) Belanja Bagi Hasil  Rp. 658.213.865,00   
  g) Belanja Bantuan keuangan  Rp. 91.057.493.200,00   

  h)  Belanja Tidak Terduga  Rp. 176.283.700,00   
       

  Jumlah Belanja Tidak Langsung               Rp.    474.637.453.611,00 
       

 2. Belanja Langsung     
  a) Belanja Pegawai  Rp.   28.489.503.152,00   
  b) Belanja Barang dan Jasa  Rp. 218.429.718.872,20   

  c) Belanja Modal  Rp. 207.062.877.106,00   
       

  Jumlah Belanja Langsung               Rp.    453.982.099.130,20 
       

  Surplus                Rp.       3.406.148.318,98 
  

c. Pembiayaan : 
       

 1. Penerimaan   Rp.      2.266.009.635,68   
 2. Pengeluaran  Rp.      3.000.000.000,00   
       

  Jumlah Pembiayaan Netto        (Rp.         733.990.364,32) 
       

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 
Berkenaan 

        Rp.      2.515.105.162,66 

 
 

Pasal 2 
 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.  
 

 
Pasal 3 

 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

 
 

Pasal 4 
 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 

 
Pasal 5 

 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
 



Dokumentasi dan Informasi Hukum|5 

Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng. 

 
Ditetapkan di Bantaeng 
Pada Tanggal 12 Agustus 2019 

 
BUPATI BANTAENG 

Cap/ttd. 
ILHAM SYAH AZIKIN 

 
Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 12 Agustus 2019 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

 
  

 
 
ABDUL WAHAB 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
 TAHUN 2019 NOMOR 42 


